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Kalteng Miliki Perda

Penanggulangan
Bencana

PALANGKA RAYA; PPOST
Peraturan daerah (perda) penanggulangan bencana
daerah dinilai sangat penting bagi Kalimantan Tengah
(Kalteng) ke depannya. Perda ini bisa dijadikan landasan
hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggu- .

langan bencana di Kalteng.

Hal ini disampaikan Ketua,
panitia khusus (Pansus) raperda
penanggulangan bencana dae-
rah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kalimantan
Tengah (Kalteng), Duwel Raw-
ing, di gedung dewan setempat,
kemarin.

“Kami dari tim Pansus me-
nyampaikan ucapan terima
kasih atas dukungan semua
pihak sehingga bisa disahkan

jadi peraturan daerah (ﬁerda)

Diharapkan adanya tindaklan--

jut berupa peraturan Gubernur
guna mengatur secara teknis,”
ucapnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan
Kalteng ini menyampaikan, hal
yang menjadi latar belakang
dibahasnya raperda inisiatif
DPRD Kalteng Kalteng terse-
but sebelumnya, yakni Provinsi
Kalteng merupakan salah satu

provinsi di Indonesia yang
sewaktu waktu bisa saja terjadi
bencana, baik yang disebabkan
oleh faktor alam, faktor non
alam maupun faktor manusia.
Selain bencana non alam, sep-
erti kegagalan teknologi, kega-
galan modernisasi, epidemi dan
wabah penyakit serta bencana
sosial yang berupa konflik
sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat, di
Kalteng juga sering mengalami
bencana alam seperti tanah long-
sor, banjir, kekeringan, angin
puting beliung, kebakaran hu-
tan, kebakaran lahan dan keba-

- karan lingkungan pemukiman.

“Itu semua menjadi anca-
man bagi masyarakat Kalteng.
Makanya, penyelenggaraan pen-

anggulangan bencana di Kalteng
perlu peningkatan pelaksanaan
secara terencana, terpadu, ter-
koordinasi dan menyeluruh,”
ucap Duwel Rawing,

Disampaikan bahwa ber-
dasarkan pertimbangan tersebut
dan sesuai Peraturan Presiden
Nomor 8 tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulan-
gan Bencana dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
46 tahun 2008 tentang Peraturan
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Dae-
rah, maka perlu membentuk
perda tentang penyelenggaraan
penanggulangan Bencana di
Kalteng.

Diketahui, dasar pembahasan
_raperda Inisiatif DPRD Kalteng

dilakukan pada tanggal 18 Juni
2019. Saatitu ditetapkan sebagai
-raperda inisiatif dewan dalam
rapat paripurna internal dengan
Surat Keputusan DPRD Provinsi
Kalteng Nomor 35 tahun 2019.

Sementara itu, Wakil Gu-
bernur (Wagub) Kalteng Edy
Pratowo juga memandang perda
penanggungan bencana daerah
sangat penting.

“Kita dari eksekutif juga akan
segera menindaklanjuti perda ini
dalam bentuk pergub guna men-
gatur secara teknis,”katanya.

Wagub mengharapkan adan-
ya perda ini juga dapat menjadi
dasar hukum dalam penanggu-
langan bencana alam dan non
alam saat ini dan kedepannya.
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